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ABSTRACT 

 

Digital transformation in the public service sector is a strategic step in increasing efficiency, 

transparency, and ease of access to services for the community. Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) is present as a population administration innovation that aims to make it easier 

for the public to access public services digitally without relying on physical documents. 

However, the achievement of IKD activation in Semarang City is still far from the national 

target set, which is 30%. This study aims to analyze internal and external factors that influence 

the low achievement of IKD and formulate appropriate improvement strategies based on a 

strategic management approach. This study uses a descriptive qualitative method with data 

collection techniques through in-depth interviews, policy documentation, and literature 

studies. The strategy analysis was carried out using the SWOT analysis approach and litmus 

test and is based on the strategic planning theory according to Bryson (1995) which emphasizes 

the importancea systematic approach by public organizations to help them respond effectively 

to internal and external challenges through the identification of strategic issues and clear, goal- 

based decision making. The results of the study indicate that internal factors include limitations 

in digital infrastructure, internal coordination, and quality of human resources, while external 

factors include community resistance, concerns about data leaks, and suboptimal cross-sector 

synergy. This study recommends a strategy based oncollaboration, policy advocacy, increasing 

digital literacy, and digitalization of public servicesto encourage acceleration of IKD 

achievement. 

 

Keywords: Identitas Kependudukan Digital, strategic planning, public services, Population 

and Civil Registration Service. 

ABSTRAK 

 

Transformasi digital di sektor pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai inovasi administrasi kependudukan yang bertujuan 

untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara digital tanpa bergantung 

pada dokumen fisik. Namun, capaian aktivasi IKD di Kota Semarang masih jauh dari target 

nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 30%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor 

internal dan eksternal yang memengaruhi rendahnya capaian IKD serta merumuskan strategi 

peningkatan yang sesuai berdasarkan pendekatan manajemen strategis. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam, dokumentasi kebijakan, dan studi literatur. Analisis strategi dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan analisis SWOT dan uji litmus serta didasarkan pada teori perencanaan 

strategis menurut Bryson (1995) yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis oleh 

http://www.fisip.undip.ac.id/
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organisasi publik untuk membantu mereka merespons tantangan internal dan eksternal secara 

efektif melalui identifikasi isu-isu strategis dan pengambilan keputusan berbasis tujuan yang 

jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal mencakup keterbatasan infrastruktur 

digital, koordinasi internal, dan kualitas SDM sedangkan faktor eksternal mencakup resistensi 

masyarakat, kekhawatiran terhadap kebocoran data, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor. 

Penelitian ini merekomendasikan strategi berbasis kolaborasi, advokasi kebijakan, peningkatan 

literasi digital, dan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong percepatan capaian IKD.  

 

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, perencanaan strategis, pelayanan publik, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 



PENDAHULUAN 

Kesejahteraan umum menjadi hak dasar 

setiap warga negara yang harus diciptakan. 

Hal ini menyangkut kondisi sosial suatu 

negara sesuai dengan tujuan yang tertulis 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

alinea keempat, salah satunya dalam 

pelaksanaan pelayanan publik yang prima. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang- 

Undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa 

sistem administrasi kependudukan 

dirancang untuk menjadi bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari penyelenggaraan 

administrasi suatu negara dengan fokus 

utama pada pemberian hak-hak 

administratif sebagai kebutuhan dasar, 

pemberian layanan publik, serta 

perlindungan terhadap dokumen 

kependudukan. 

Namun, kondisi pelayanan administrasi 

kependudukan dinilai masih belum optimal. 

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan laporan 

terkait administrasi kependudukan 

menempati lima posisi teratas dengan total 

pelapor sebanyak 374 laporan. Masalah ini 

perlu menjadi perhatian utama pemerintah 

baik di tingkat pusat maupun daerah untuk 

meningkatkan layanan publik. 

Gambar 1. Jumlah Pengaduan 

Masyarakat Berdasarkan Isi Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ombudsman RI, 2024 

 

E-government hadir sebagai inisiatif 

untuk membenahi kualitas pelayanan. 

Melalui transformasi digital, pemerintah 

pusat menghadirkan kebijakan Identitas 

Kependudukan Digital sebagaimana diatur 

dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. 

Sesuai dengan Pasal 14 Permendagri No. 72 

Tahun 2022 yang menyatakan bahwa IKD 

bertujuan untuk meningkatkan penggunaan 

data kependudukan secara digital oleh 

masyarakat. 

Upaya pemanfaatan teknologi 

dalam pelayanan publik berperan penting 

dalam mencapai Sustainable Development 

Goals (SDGs). 

Gambar 2. 17 Poin Tujuan SDGs 
 

Sumber: Bappenas.go.id 



IKD berperan dalam mendorong 

pencapaian beberapa tujuan SDGs poin ke- 

10 untuk membantu menjamin masyarakat 

mendapatkan akses pelayanan publik dan 

sosial yang merata, poin ke-16 untuk 

meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyediaan layanan 

publik, serta pemantauan demografi dan 

perencanaan kebijakan di bidang kesehatan, 

pendidikan, dan layanan sosial sesuai poin 

ke-9. 

Meski diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan kualitas pengelolaan data 

kependudukan, kehadiran IKD masih 

mendapat feedback kurang baik dari 

masyarakat. 

Gambar 3. Kritik Masyarakat melalui 

Sosial Media 

 

Sumber: Media sosial, 2024 

Permasalahan terkait digitalisasi 

identitas kependudukan tidak hanya 

berhenti pada belum optimalnya aplikasi 

IKD dan belum adanya kebijakan privasi 

yang menjamin keamanan data. Sinergitas 

antar sektor juga menjadi permasalahan 

yang dirasakan masyarakat. Hambatan 

signifikan tersebut mempengaruhi 

masyarakat di beberapa daerah mengadopsi 

IKD dalam kehidupan sehari-harii. 

Salah satunya di Kota Semarang. 

Dilansir dari data Dispermadesdukcapil 

Provinsi Jawa Tengah, jumlah capaian IKD 

di Kota Semarang sendiri sebesar 5.09% 

per November tahun 2024 dan menempati 

peringkat ke-19 dari 35 Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Angka 

tersebut masih jauh dari target yang 

ditetapkan oleh Kemendagri dalam 

Permendagri No. 72 Tahun 2022 yakni 

sebesar 30% dari jumlah perekaman. 

Tabel 1. Capaian IKD Kabupaten/Kota 

se-Jawa Tengah per Novermber 2024 
 

Sumber: Portal Resmi 

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa 

Tengah, 2024 



Disdukcapil Kota Semarang memiliki 

tanggung jawab untuk melakukan upaya 

meningkatkan capaian IKD, seperti: 

1. Program Jemput Bola “Anti Mager” 

Aktivasi  dan   Informasi  Masyarakat 

Gemar  Registrasi atau  Anti  Mager 

diluncurkan pada 18 Juli 2024 oleh 

Disdukcapil Kota Semarang. Memiliki 

karakteristik    tersendiri  dengan 

melibatkan mahasiswa program Magang 

Merdeka dari berbagai perguruan tinggi 

di Indonesia dan KKNT Universitas di 

Kota Semarang. Hadirnya inovasi ini 

diharapkan mampu   meningkatkan 

aktivasi IKD ke wilayah-wilayah yang 

sulit dijangkau  dengan   segala 

keterbatasan  yang   dimiliki   oleh 

Disdukcapil Kota Semarang. 

Gambar 3. Peluncuran Inovasi “Anti 

Mager” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Portal Website Resmi 

Dispendukcapil Kota Semarang, 2024 

2. Sosialisasi Melalui Forum Masyarakat 

Sosialisasi dalam kebijakan publik 

merupakan proses komunikasi dua arah 

yang dinamis (Djoko Waluyo dan 

Syarifuddin, 2022). Disdukcapil Kota 

Semarang telah melaksanakan beberapa 

upaya sosialisasi IKD, salah satunya 

dengan pendekatan tatap muka seperti 

forum masyarakat yang dibarengi 

dengan sosialisasi e-pakem. 

Gambar 4. Sosialisasi IKD dan e- 

pakem di Kecamatan Gayamsari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sumber: Portal Website Resmi 

Disdukcapil Kota Semarang, 2024 

3. Tempat  Perekaman Data 

Kependudukan (TPDK) Kecamatan 

TPDK Kecamatan berperan sebagai pos 

layanan fungsional yang dihadirkan di 

kecamatan untuk melaksanakan 

aktivitas perekaman dan pencetakan 

dokumen kependudukan, bukan bagian 

dari sub-unit organisasi yang formal. 



Gambar 5. Lokasi TPDK di 

Kecamatan Tembalang, Candisari, 

Pedurungan, Banyumanik Kota 

Semarang 
 

 

Sumber: Portal Website Resmi 

Disdukcapil Kota Semarang, 2025 

4. Loket IKD 

Disdukcapil Kota Semarang juga 

mengambil upaya strategis dengan 

menyediakan loket khusus IKD di kantor 

Disdukcapil Kota Semarang yang diberi 

nama “IKD Corner”. Petugas yang 

melaksanakan layanan pada IKD Corner 

merupakan mahasiswa magang yang 

selinear dengan bidang keilmuan. Hal 

tersebut dilakukan sebagai respons 

terhadap keterbatasan jumlah pegawai 

akibat dampak dari efisiensi. 

Gambar 6. Sudut IKD Corner di 

Disdukcapil Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025 

Beberapa upaya yang telah dirancang 

oleh Disukcapil Kota Semarang termasuk 

upaya inovatif dan proaktif untuk 

meningkatkan capaian IKD. Disdukcapil 

Kota Semarang masih memiliki 

keterbatasan dalam kemampuan, 

pengetahuan dan sarana pendukung, 

terlebih karna advokasi yang masih kurang 

optimal sehingga capaian IKD di Kota 

Semarang hingga saat ini masih tergolong 

rendah (Kinanti, 2024). 

Penelitian ini akan menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal di 

Disdukcapil Kota Semarang untuk 

merumuskan bagaimana strategi yang dapat 

diinterpretasikan menjadi tindakan nyata 

guna membantu meningkatkan capaian 

IKD. 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Manajemen Strategis 

Menurut Mintzberg (1994), 

manajemen strategis sebagai 

serangkaian keputusan dan tindakan 

yang diambil oleh manajer untuk 

mencapai tujuan organisasi, tidak hanya 

merupakan hasil dari perencanaan 

formal, tetapi juga dapat muncul dari 

pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan. 

Poister (2010) berargumen bahwa 

manajemen strategis mencakup (a) 

perencanaan strategis; (b) 

penganggaran,  pengukuran  kinerja, 



manajemen, dan evaluasi; dan (c) umpan 

balik antara elemen-elemen tersebut 

untuk meningkatkan pencapaian misi, 

mandat, dan penciptaan nilai publik yang

 berkelanjutan melalui 

pembelajaran strategis. 

2. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan 

sebuah dasar bagi manajemen strategis, 

tetapi cakupan manajemen strategis jauh 

lebih luas (Bryson & George, 2020). 

Menurut Bryson (1995), perencanaan 

strategis adalah disiplin yang bertujuan 

menghasilkan keputusan dan tindakan 

penting yang membantu organisasi 

untuk memahami dirinya sendiri. 

Bryson menyebut bahwa dalam proses 

perencanaan strategis, terdapat delapan 

tahapan: 

1. Memprakarsai dan menyepakati 

suatu proses perencanaan strategis 

2. Mengidentifikasi mandat organisasi 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai 

organisasi 

4. Analisis Ingkungan Internal 

5. Analisis Lingkungan Eksternal 

6. Mengidentifikasi Isu Strategis Yang 

Dihadapi Organisasi 

7. Merumuskan Strategi Untuk 

Mengelola Isu-Isu 

8. Menciptakan Visi Organisasi Yang 

Efektif Untuk Masa Depan 

3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT sebagai pendekatan 

bagi sebuah organisasi yang dilakukan 

untuk dapat meneliti lingkungan 

eksternal an internal, analisis SWOT 

nantinya dapat menentukan strategi yang 

lebih tepat dan optimal kedepannya 

(Kotler, 2009). 

Tabel 2. Tabel Matriks SWOT 
 

Sumber: Freddy Rangkutin (2014) 

 

Menurut Rangkutin (2014), 

penjelasan masing strategi 

dikembangkan dengan menggunakan 

matriks SWOT dan dikelompokkan 

dalam empat jenis utama sebagai 

berikut: 

• Strategi S-O  (Strengths- 

Opportunities),  mengidentifikasi 

pemanfaatan kekuatan internal untuk 

mengejar peluang eksternal 

• Strategi S-T (Strengts-Threats), 

mengeksplorasi kekuatan internal 

digunakan untuk mengatasi atau 

mengurangi ancaman eksternal 

• Strategi W-O  (Weakness- 

Opportunities),  fokus pada 

kemampuan   dalam   mengatasi 



kelemahan internal agar dapat 

memanfaatkan peluang eksternal 

• Strategi W-T (Weakness-Threats), 

melihat strategi untuk mengatasi 

kelemahan internal dalam menghadapi 

ancaman dari luar. 

4. Uji Litmus 

Bryson (2007) menjelaskan bahwa 

setelah isu-isu strategis diidentifikasi 

dan alternatif strategi dirumuskan, 

penting untuk menguji kelayakan dan 

kesesuaian strategi-strategi tersebut. Uji 

litmus berfungsi untuk memverifikasi 

sejauh mana suatu strategi dapat 

diterima atau diterapkan dalam konteks 

tertentu dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor eksternal dan internal yang 

dapat mempengaruhi hasilnya. 

Penilaian skor uji litmus diberikan 

sebagai berikut: 

• Skor 1 = isu yang bersifat operasional 

• Skor 2 = isu yang cukup strategis. 

• Skor 3 = isu yang sangat strategis 

Tabel 3. Tabel Uji Litmus 
 

Sumber: Bryson (2005) 

Setelah setiap isu dinilai dengan 

skor yang sesuai, jumlah skor yang 

dihasilkan dari penilaian terhadap 

beberapa pertanyaan akan dihitung 

untuk memperoleh total skor. Total 

skor ini kemudian digunakan untuk 

mengategorikan isu dalam tingkat 

strategisnya. 

• Jika total skor berada di antara 1- 

13, isu dianggap operasional 

• Jika total skor berada di antara 14- 

26, isu dianggap moderat 

• Jika total skor berada di antara 27- 

39, isu dianggap strategis 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk 

memahami secara mendalam strategi yang 

diterapkan oleh Disdukcapil Kota 

Semarang dalam meningkatkan capaian 

IKD. Subjek penelitian terdiri dari pihak- 

pihak yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan strategi. Data yang digunakan 

merupakan data primer dan sekunder, 

dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Untuk menjaga validitas data, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan metode. Analisis data 

mencakup tahapan reduksi data, penyajian 

data, analisis SWOT dan uji litmus serta 

penarikan kesimpulan. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal di 

Disdukcapil Kota Semarang 

mencangkup beberapa aspek pentinng 

seperti visi dan misi, sumber daya 

manusia, sumber dana, dan infrastruktur. 

1. Visi dan Misi 

Visi dan misi menjadi pedoman 

normatif dalam meningkatkan 

capaian IKD, dengan mengacu pada 

dokumen perencanaan daerah seperti 

RPJMD dan Renstra 2021–2026. 

Gambar 7. Visi dan Misi Kota 

Semarang tahun 2021-2025 
 

 

Sumber: Portal Website Resmi 

Disdukcapil Kota Semarang, 2025 

Disdukcapil Kota Semarang 

berpedoman pada misi yang ke 5 poin 

ke 2. Keselarasan ini menegaskan 

bahwa program IKD mendukung misi 

reformasi birokrasi dan pelayanan

 publik. Dalam 

melanjutkan  langkah  strategisnya, 

Disdukcapil Kota Semarang 

merumuskan berbagai isu penting 

seperti yang tertera dalam Renja 

Disdukcapil tahun 2025 sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Buku Pokok 

Pemakaman (BPP) di setiap 

Kelurahan yang terintegrasi 

dengan sistem pelaporan akta 

kematian Disdukcapil. 

2. Belum optimalnya capaian 

penggunaan IKD oleh 

masyarakat. 

3. Perlunya peningkatan budaya 

kerja penyelenggaraan 

pelayanan  administrasi 

kependudukan yang berintegrasi, 

bebas pungli dan berorientasi 

pelayanan prima. 

Namun, pelaksanaan di lapangan 

menghadapi tantangan berupa beban 

kerja ganda yaitu kewajiban 

mencapai target nasional IKD dan 

pengelolaan inovasi lokal. Strategi 

sosialisasi IKD pun tidak dijalankan 

secara khusus, melainkan hanya 

disisipkan dalam program lain 

sehingga informasi tidak tersebar 

merata dan menimbulkan 

kebingungan di masyarakat. 



2. Sumber Daya Manusia 

Keberhasilan transformasi digital 

pelayanan publik bergantung pada 

jumlah dan kompetensi SDM. 

a. Kuantitas 

Mengatur tentang jumlah dan 

distribusi pegawai. Dari segi 

kuantitas menunjukkan adanya 

keterbatasan jumlah pegawai. Dalam 

kondisi ini, Disdukcapil mengambil 

langkah adaptif dengan melibatkan 

OPD kecamatan, kelurahan, 

mahasiswa magang dari program 

MSIB dan KKN Tematik. 

Aktivasi IKD di kelurahan diatur 

berdasarkan Peraturan Wali Kota 

Semarang Nomor 104 Tahun 2021 

yang menetapkan kelurahan sebagai 

unit pelayanan publik terdepan yang 

lebih dekat dengan masyarakat. 

Keterbatasan jumlah SDM ini 

dijawab melalui kolaborasi strategis 

untuk menjaga kinerja pelayanan dan 

mendukung capaian target IKD. 

b. Kualitas 

Merujuk pada kompetensi, 

keterampilan, dan profesionalitas 

petugas. Pelaksanaan bimtek belum 

sistematis dan berkelanjutan, 

termasuk bagi petugas kelurahan, 

mahasiswa magang MSIB, dan 

peserta KKN. Umumnya hanya 

dilakukan satu kali tanpa pelatihan 

lanjutan. 

Minimnya pelatihan berkelanjutan 

dan lemahnya sistem evaluasi 

menghambat peningkatan 

kompetensi. Dibutuhkan sistem 

pelatihan berkelanjutan, evaluasi 

berkala, dan penguatan kapasitas 

teknis yang terstruktur. 

3. Sumber Dana 

Anggaran di Disdukcapil Kota 

Semarang untuk mendukung capaian 

IKD belum dikelola secara strategis dan 

terfokus. Hal ini berdampak langsung 

pada efektivitas kebijakan. Adapun, 

realisasi anggaran Disdukcapil Kota 

Semarang tahun 2024 sebagai berikut: 

Gambar 8. Anggaran Capaian 

Kinerja Strategis Disdukcapil 

Kota Semarang 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Portal Website Resmi 

Disdukcapil Kota Semarang, 2025 

Pelaksanaan strategi peningkatan 

IKD masih bersifat adaptif dan belum 

didukung perencanaan jangka panjang 

yang matang. Ketidakjelasan anggaran 

melemahkan penguatan SDM, 

teknologi, dan partisipasi masyarakat. 

Diperlukan perubahan pengelolaan 

anggaran yang lebih strategis dan selaras 



dengan kebijakan yang menjadi isu 

strategis. 

4. Infrastruktur 

Kondisi infrastruktur di Disdukcapil 

Kota Semarang dalam mendukung 

strategi tergolong optimal dan bersifat 

inovatif seperti perangkat untuk aktivasi 

di kantor pusat, perluasan lokasi, 

hadirnya loket IKD, penyediaan wifi, 

dan armada jemput bola. Masih terdapat 

hambatan signifikan yang menunjukkan 

adanya infrastructure gap antara 

kesiapan fasilitas dan kebutuhan teknis 

lapangan. 

Hal ini dibuktikan dengan 

penggunaan sistem SIAK sering 

mengalami error dan tidak kompatibel 

dengan perangkat yang digunakan 

maupun masyarakat. Kompatibilitas 

seharusnya menjadi perhatian utama 

dalam perencanaan digitalisasi yang 

berkelanjutan. 

 

B. Analisis Lingkungan Eksternal 

Untuk membantu mengenali 

kondisi eksternal yang relevan, 

penelitian ini melihat aspek keterlibatan 

stakeholder, partisipasi masyarakat, dan 

kebijakan pemerintah dalam analisis 

lingkungan eskternal. 

1. Keterlibatan Stakeholder 

Disdukcapil Kota Semarang 

melibatkan berbagai pihak seperti OPD 

kecamatan, kelurahan, mahasiswa 

magang MSIB, dan peserta KKN 

tematik. Namun, sifat partisipasi 

stakeholder yang masih dominan 

informatif dan instruksional, bukan 

kolaboratif. Selain itu, tidak adanya 

mekanisme evaluasi kinerja atau umpan 

balik yang terstruktur membuat 

pelaksanaan strategi bergantung pada 

inisiatif masing-masing pihak di 

lapangan. 

Tidak hanya itu, IKD belum diadopsi 

secara luas dalam layanan publik seperti 

perbankan, rumah sakit, atau 

transportasi. Akibatnya, masyarakat 

belum merasakan nilai tambah dari 

penggunaan IKD dalam aktivitas sehari- 

hari. Hal ini memunculkan bentuk 

resistensi pasif dari masyarakat. Strategi 

yang dirancang menjadi rentan terhadap 

inkonsistensi jika tidak segera 

disesuaikan dengan kebutuhan serta 

dinamika sosial. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dilakakukan 

untuk melihat dukungan masyarakat 

terhadap hadirnya kebijakan sekaligus 

untuk menjalankan tugas monitoring dan 

evaluasi. Meskipun kanal pengaduan 

seperti media sosial dan platform seperti 

Lapor Semar tersedia, penggunaan kanal 

tersebut cenderung bersifat reaktif. 

Banyak warga belum merasakan 

manfaat konkret dari penggunaan IKD 



karena rendahnya integrasi layanan 

lintas sektor, hambatan teknis, 

kurangnya sosialisasi, dan isu keamanan 

data. Akibatnya, mereka tidak memiliki 

dasar yang cukup untuk memberikan 

umpan balik secara relevan. 

Ketidakhadiran masyarakat dalam 

proses ini menciptakan blind spot dalam 

penilaian strategi, mengakibatkan 

efektivitas program tidak sepenuhnya 

bisa diukur karena tidak mencerminkan 

pengalaman dan kebutuhan pengguna 

secara nyata. 

3. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah pusat, seperti 

yang tertuang dalam Permendagri 

Nomor 72 Tahun 2022, telah 

menetapkan standar teknis dan target 

capaian aktivasi IKD. Namun, 

implementasinya di Kota Semarang 

belum sepenuhnya ditopang oleh 

instrumen hukum dan sumber daya yang 

memadai. 

Hal ini disebabkan lemahnya posisi 

kebijakan di mata publik karena bersifat 

tidak mengikat dan tidak memiliki 

kekuatan   eksekusi langsung. 

Kekhawatiran masyarakat mengenai 

keamanan data pribadi juga belum 

sepenuhnya  dapat 

dipertanggungjawabkan melalui 

kebijakan teknis yang transparan. 

C. Identifikasi Faktor Internal dan 

Eksternal 

Identifikasi faktor internal dan 

eksternal menjadi langkah awal yang 

krusial untuk memahami kondisi 

menyeluruh suatu organisasi atau 

program. 

Tabel 4. Hasil Analisis 

Lingkungan Internal dan 

Eksternal 

 

Sumber: Data diolah, 2025 

 

 

D. Analisis SWOT 

Setelah faktor-faktor dari lingkungan 

internal dan eksternal berhasil 

diidentifikasi, langkah selanjutnya 

melakukan analisis SWOT untuk 

memahami keterkaitan antar unsursecara 

lebih mendalam. 



Tabel 5. Hasil Analisis Matriks 

Analisis SWOT 

 
Sumber: Data diolah, 2025 

 

E. Evaluasi Isu Strategis 

Evaluasi isu strategis bertujuan 

menilai tingkat urgensi dan dampak dari 

setiap isu terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Salah satu pendekatan yang 

umum digunakan dalam tahap ini adalah 

uji litmus. 

Tabel 6. Hasil Tes Litmus pada Isu 

Strategis 

 

Sumber: Data diolah, 2025 

F. Perumusan Program-Program 

Startegis 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pengujian, strategi yang bersifat strategis 

dan dapat diterapkan oleh Disdukcapil 

Kota Semarang dalam upaya 

meningkatkan capaian IKD adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan audiensi dan advokasi ke 

pemerintah pusat dan instansi terkait 

untuk mendorong integrasi IKD lintas 

sektor. 

2. Membangun kolaborasi formal 

dengan instansi terkait melalui MoU. 

3. Menyediakan booth IKD Corner 

bergerak dilengkapi fasilitas di 

lokasi-lokasi strategis sesuai target 

sasaran.Mendesain gerakan aktivasi 

IKD secara berkala menggandeng 

stakeholder terkait. 

4. Mengadirkan "Pionir IKD" dengan 

memanfaatkan figur-figur yang 

memiliki jangkauan luas di kalangan 

masyarakat untuk menyebarkan 

informasi dan mengumpulkan 

feedback. 

5. Memperluas lokasi jemput bola 

terutama kawasan yang jauh dari 

jangkauan Disdukcapil. 

6. Membuat tim sosialisasi IKD khusus 

yang sistematis dan terfokus. 

7. Menyusun SOP aktivasi lintas sektor 

berdasarkan Renstra dan RPJMD. 



8. Memanfaatkan media sosial resmi 

untuk menyasar segmen-segmen 

masyarakat dengan pendekatan 

komunikasi yang sesuai dan kreatif. 

9. Mengadakan forum diskusi atau 

memanfaatkan platform pengaduan 

dan helpdesk Disdukcapil untuk 

membuka ruang diskusi langsung 

dengan masyarakat. 

10. Pelatihan khusus berbasis modul 

Kemendagri agar pendampingan 

lebih sistematis dan sejalan dengan 

target nasional kepada stakeholder 

terkait. 

11. Mengembangkan sistem feedback 

dan survei kepuasan masyarakat yang 

terintegrasi melalui aplikasi atau 

website resmi. 

 

KESIMPULAN 

Strategi peningkatan capaian IKD di 

Disdukcapil Kota Semarang menunjukkan 

adanya potensi kelembagaan yang progresif 

melalui infrastruktur pelayanan, inovasi 

digital, dan kemitraan aktif. Namun, masih 

dibatasi oleh kelemahan internal seperti 

ketiadaan SOP baku, keterbatasan SDM, 

dan belum optimalnya integrasi sistem 

layanan. Di sisi eksternal, tantangan berupa 

rendahnya literasi digital, resistensi 

masyarakat, serta absennya regulasi 

nasional yang bersifat mengikat menjadi 

hambatan signifikan terhadap adopsi IKD 

secara luas dan berkelanjutan. 

Meskipun upaya telah diterapkan, 

efektivitasnya masih terbatas oleh 

pendekatan insidental dan belum 

menyentuh aspek perubahan perilaku 

publik. Melalui analisis SWOT dan uji 

litmus, disimpulkan bahwa strategi paling 

relevan adalah advokasi regulasi nasional 

yang mengikat dan integratif, guna 

menjembatani kesenjangan struktural dan 

sosial serta memperkuat legitimasi 

transformasi digital layanan kependudukan 

di Kota Semarang. 

SARAN 

Melalui analalisis SWOT dan uji litmus, 

saran yang dapat diberikan dengan 

mengadopsi tiga pendekatan utama yang 

bersifat integratif dan transformatif dengan 

mendorong lahirnya regulasi nasional yang 

mengikat sebagai landasan hukum 

pemanfaatan IKD secara menyeluruh, 

membangun forum koordinasi kolaboratif 

dan komprehensif, serta mengembangkan 

sistem monitoring dan evaluasi berbasis 

hasil. 
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